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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1636/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG SUNAT PEREMPUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang
kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan
terbukti bermanfaat secara ilmiah;

bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak
merupakan tindakan kedokteran karena
pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis
dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan;

. bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan

masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat
permintaan dilakukannya sunat perempuan yang
pelaksanaannya tetap harus memperhatikan
keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat,
serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin
perempuan (female genital mutilation);

bahwa  Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor
1636 /Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat
Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dinamika
perkembangan kebijakan global;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatas,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat
Perempuan;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 741);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
230/Menkes/SK/VII/2012 tentang Majelis
Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k Kementerian
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN  TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR  1636/MENKES/PER/XII/2010  TENTANG
SUNAT PEREMPUAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010
Tentang Sunat Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k
untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang
menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta
tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital
mutilation).

Pasal 3 ...



MENTER| KESEHATAM
REPUBLIK INDONESIA

_3-
Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 185



